
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pern bentukan 
Kotamadya Daerah Tiogkat IJ Kendari [Lembaran Negara Repub!D( 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

2. Undang-Unda.ng Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih d.an Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne [tembaran 
Negara Republik Indonesia To.hun 1909 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tontang Pemeriksaan 
Pengelo1aan dan Tanggungjawub Keuangan Negara (Lembaran Negaia 
Republik Indonesia Ta.bun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara 
~publi.k Indcnesia Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembara.n Negara Republik Indonceia 'l'ahu n 
2004 Nornor 104. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4421); 

Menimbang bahwa untuk metaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kot.a 
Kendari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dim Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pcnjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendan Tahun Anggaran 
2019; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 

TAHUN ANGGARAN 2019 

TENTANG 

PROVINSISULAWESITENGGARA 
PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR 49 TAHUN 2019 

WALil(OTA IffiNDARI 



i 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbanga» Keuange.n 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia To.bun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558'7) 
sebagaimana teiah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679}; 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengetolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebageimana telah diubah dengan Peratu.ran Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor • 5340); 

l LPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik £ndonesia Nomor 4575); 

12,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576 sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5155); 

13.Peraturan Pemerintan Nomor 65. Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Stand.ar Pelayanan Minimal (Lemb.aran 
Negara Republ.ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

14.Peraturan Pemertntah Nomor 8 'ranun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara Rep?blik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negarn 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'ranun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 



. . 
24.Peraturan Oaerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang ~kok 

Pokok Pengelolaan K~uangan Oaerah (Lembaran Daerah KotB Kerdari 
Tahun 2007 Nomor 12); 

25.Peraturao Oaerah Kola Kendarl Nomor 5 Tahun 2016 te!],lang 
Pembentukan dan Susu.nan Perangkat Oaerah Kota Keodari (l.emqa.ran 
Oaerah Kot.a Kendari Tahun 2016 Nomor 5); 

26.Peraturan Daerah Kota Keodarl Nomor 5 Tahun 2019 tcntnng 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Betanja Oaerah Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 5). 

23.'Peraturan Menteri Oalam Negcri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan den Bel11nja Oaerah Tahuo 
Anggaran 2019 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 N~mor 
825); 

' 16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

17.Peraturan Pemerlntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan clan 
Pengawaean Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republilt Indonesia ;Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

' Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Adminlstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran N~ Republik Indonesia Nomor 6057); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

21.Peratumn Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dlubah 
terakh.ir dengan Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 
tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman' Pengclolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

22.Peraturan Menteri De.lam Ncgcri Nomor 16 Tahuu 2007 tentang Tata 
cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah den Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
sebar.aimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubabao at.as Pcraturan Menteri 
Dala.m Negeri Nomor 16 Tahu:n 2007 tentang Tata Cara Evaluaai 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah clan 2015 Peraturan Kepala Daerah tcntang Penjabarau 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah (Belita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 



Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan clan . Belanja Daerah s7bag~ana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran ll Peraturan Walikota HU. 

Paaal 3 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja p,a_erah 
sebagatmana dimaksud dalam PasaJ 1 tercantum dal.am Lampiran I Peraturan "- a;Jikota 

' 

Pasal 2 

0,00 Sise Lebih Pembiayaan Anggaran ·s,etelah Perubahan Rp. 
f 

174.087. 172. 114,87 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah 'Perubahan Rp. 

11.000.000.000,oo Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 

23.000.000.000,00 
(12.000.000.000,00) 

b. Pengeluaran 
1. Semula Rp. 
2. Berta.mbah/(berkurangJ Rp. 

185.087.172.114,87 JnroJab penerimaan sete1ah perubahan Rp. 

190.042.180. 755,00 
(4. 955.008.640, 13) 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 

Rp. l.775.683.775.127,50 
Rp, (174.087.172.114,87) 

Jumlab belanja setelah perubahan 
Surplus/ (Defisit) Se'telah Pcrubahan 

Rp. l.810.827.572.962,00 
Rp. (35.143.797.834,50) 

2. Belanja: 
a. Semula 
b. Berta.mbah/(berkurang) 

Rp. l.601.596.603.012,63 -Jumtah pendapatan setelah perubahan 

Rp. l. 643. 785.392. 207 ;00 
Rp. (42.188.789.194,37) 

1. Pendapatan ; 
a. Semula 
b. Bertambah/[berkurang) 

Perubahan J\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula 
berjnmJeb Rp.l.810.827.572.962,00 berkurang seiumlah 
Rp.35.143.797.834,50 schingga roenjadi Rp. l.775.683.775.127,50 dengan rincian 
sebagal berikut : · 

Pasal l 

Menetapkan : PltRATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENJABARA.N 
PERUBAHAN ANGGARAN PEND.\PATAN DAN BELANJA DAER.AH 
KOTA KENDAIU TAHUN ANGGARAN 2019 

MEMUTUSKAN : 



DERITA DAERAII KOTA KENDARI TAHON 2019 NOMOR 

Kendari 
(J - l o> 2019 

Agar setiap orang mengetahuin,ya, melll.ermtahka.n Pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penernpata.nnya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Waillcota ini mulai bertaku pada tangga! diundang.kan. 

Pasal 6 

Pelaksanaan Penjabasan Perubahan APBD yang dieetapkan cialaro Peracuren Walikota mi 
dituangkan teblh lanjut dalam Doku men Pelaksa.naen Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan ketentuan _perundang-undangan. 

Pasal 5 

Daftar nama penerima, a.lamat penerima dan besaran hibah secara rind tercarrtum 
dalam Lamplran m Peraturan Walikota ini. 

PasaJ 4 
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